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Abstrak 
Jurnal ini berisi tentang pemilu yang diadakan 5 tahun sekali ini baik itu pemilihan kepala 
negara, pemilihan DPR,DPRD,DPD maupun pemilihan kepala daerah pasti menimbulkan sebuah 
sengketa dalam hasil pemungutan suara tersebut. Sengketa hasil pemungutan suara tersebut 
diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi yang mana tugas inti atau poko dari Mahkamah 
Konstitusi adalah menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar Republik Indonesia 
tahun 1945. Oleh karena itu penulisan jurnal ini menyarankan agar dibentuknya peradilan khusus 
yang menangani sengketa hasil pemilu seperti yang dilakukan di negara Thailand ataupun seperti 
negara Brazil. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti 
tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak 
ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Penilitian ini murni hasil kami bertiga penulis 
buat demi kemajuan sistem hukum di Indonesia. 
 




Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di dunia. Dimana Indonesia 
melaksanakan pemilihan umum (pemilu) 5 tahun sekali. Dasar yuridis konstitusional 
pelaksanaan pemilu di Indonesia adalah Pasal 22E UUD 1945 dan diatur lebih lanjut 
ketentuannya melalui undang-undang. Undang-undang tentang Pemilu yang berlaku saat ini 
adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini merupakan pengganti 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu yang kemudian diganti dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2000 karena undang-undang lama tersebut dianggap sudah tidak sesuai 
dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat kemudian diganti dengan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2003. Berdasarkan dasar hukum tersebut terutama Pasal 22E ayat (2) 
UUD 1945 menyatakan Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempenga ruhi rakyat secara persuasif (tidak 
memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan 
lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun 
dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai 
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oleh para kandidat atau politikus sebagai komunikator politik. indonesia telah melaksanakan 
beberapa kali Pemilu, dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. 
Berikut penjelasan singkat tentang pelaksanaan pemilihan umum tersebut.
1
 
 Proses pilkada dapat menjadi salah satu sarana integrasi bangsa untuk membiarkan 
masyarakat memilih sendiri kualitas pemimpin yang diinginkan. Ia adalah sistem untuk 
mengejewantahkan pemimpin idaman yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
2
 Lembaga 
negara yang menyelenggarakan pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau biasa dikenal 
sebagai KPU yang didirikan pada tahun 1999.  Sedangkan Lembaga penyelenggara pemilu 
yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaran pemilu di seluruh Indonesia adalah badan 
pengawas pemilu atau biasa dikenal sebagai BAWASLU. KPU dan BAWASLU ini dalam 
menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang 
penyelenggaraan Pemilihan Umum. 
 Perselisihan dalam pemilu merupakan salah satu dari beberapa masalah yang akan 
muncul dalam penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menerima 767 
sengketa pemilu legislatif. 735 perkara diajukan oleh partai politik dan 32 perkara diajukan oleh 
calon anggota DPD.3  Berdasarkan jumlah tersebut apabila kita bandingkan dengan kewenangan 
utama MK yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang maka dapat dikatakan bahwa 
kewenangan MK memutus perselisihan hasil pemilu jauh lebih sering dimohonkan kepada MK.
4
 
Sehingga terjadi suatu pergeseran fungsi, dimana kini kewenangan utama yang dimiliki oleh MK 
adalah memutus perselisihan hasil pemilu bukan menguji konstitusionalitas undang-undang, 
karena meskipun pemilu itu sendiri hanya dilaksanakan 5 tahun sekali, namun jumlah perkara 
perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan jauh lebih banyak dibandingkan perkara yang 
termasuk dalam kewenangan MK lainnya. 
 Selama ini, lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa Pemilukada 
masih belum dijelaskan secara eksplisit. Lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan 
permanen untuk mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilukada walau selama ini kewenangan 
tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi juga pernah 
memutus untuk melepas kewenangan mengadili sengketa pemilukada sebagai bagian dari 
kewenangannya hingga dalam UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota kewenagan tersebut diserahkan kepada badan 
peradilan Khusus. 
                                                             
1 https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/22/sejarah-pemilu-di-indonesia/ diunduh pada tanggal 23 November 
2018 pukul 02.27 
2 Kariaman Sinaga, “Efektitas Regulasi dan Perannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada: Dialektika 
Hukum dan Etika Pemilukada Serentak”, (Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, 2016), hal. 142-
143. 
3 https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1644242/MK.Terima.767.Sengketa.Pemilu.Legislatif.2014. 
Penulis: Febrian  diunduh pada tanggal 23 November 2018 pukul 03.09 WIB. 
4 Sejauh ini perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dimohonkan kepada MK berjumlah 1053 
perkara sejak berdirinya MK dari tahun 2003-2014. 
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 dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa, perlu adanya Lembaga yang menangani 
sengketa pemilu bersifat independent dan final. Mengingat bahwa kasus sengketa pemilu yang 
masuk dalam Mahkamah Konstitusi lebih banyak dibandingkan perkara yang masuk dalam 
kewenangan MK lainnya. Apakah Lembaga penyelesain sengketa pemilu dapat dibentuk, apakah 
pembentukan Lembaga penyelesaian sengketa pemilu sudah mendesak, dan keberadaannya 
memang sangat dibutuhkan demi terwujudnya negara demokrasi yang bebas merdeka. 
 
Metodologi Penelitian 
metode yang digunakan dalam penulisan jurnal hukum ini menggunakan yuridis normatif. 
Yang menggunakan pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari 
aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum 




Tinjauan Pustaka  
1.1.1 Badan Pengawas Pemilu 
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - 
Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu 
merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. 
Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas 
Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau 
LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau 
KPU. 
Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan 
Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana 
Pemilu dan kode etik.
6
 
Badan pengawas pemilu selanjutnya disebut bawaslu adalah badan yang bertugas 
mengawasi penyelenggara pemilu diseluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
7
 
 Bawaslu sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi dari bawaslu adalah 
Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu 
Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut : 
1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, 
mandiri dan solid; 
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; 
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan 
yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; 
                                                             
5 Mahmud marzuki Peter, Penelitian Hukum, Jakarta:Prenadamedia Grup. 2016, Hlm. 177. 
6
 Diunduh di https://bawaslu.go.id/id/profil pada tanggal 9 April 2019 jam 23.35 WIB.  
7
 Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas 
peraturan badan pengawas pemilu nomor 18 tahun 2017  tentang tata cara  penyelesaian sengketa pemilihan 
umum..  
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4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 
meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu 
partisipatif; 
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan 
berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara 
cepat, akurat dan transparan; 
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu 






 Kata “peradilan” berakar dari kata “adil”, dengan awalan “per” dan imbuhan 
“an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari qadha yang berarti “memutuskan” 
“melaksanakan”, “menyelesaikan” dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak 
membedakan antara peradilan dan pengadilan.
9
 
 Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda 
maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas  Negara dalam menegakan 
hukum dan keadilan. Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan  hukum dan keadilan. 
Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak/judiciary) menunjuk kepada proses untuk 
memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (het  rechtspreken),  sedangkan 
pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan 
bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian 
peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam 
memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam 
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural 
yang ditetapkan oleh hukum formal.
10




Dalam  kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha  yang berarti menetapkan, 
memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian 
sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang  mana penyelesaiannya diselesaikan menurut 
ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau 




                                                             
8 Op.cit, https://bawaslu.go.id/id/profil. 
9 Djalil Basiq. “Peradilan Agama di Indonesia”.(Jakarta: kencana,2006) Hlm. 1. 
10 Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1995).Hlm.9 
11 Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT Raja 
Grafindo Persada 2005), hlm. 278. 
12 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 3 
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Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang 
berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan 
hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada 
hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk 
mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara 
prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
13
 
1.1.2 Pemilihan Umum  
 
Menurut G.J Wolhoff membuat definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep 
demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk dari dan oleh rakyat 
seluruhnya. Karenanya system pemerintah yang demokratis harus diatur sedemekian rupa 
sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. 
Di dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan rakyat memilih salah satu system 
pemilihan umum untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan 
atas nama rakyat. Jadi dapat dimengerti maksud Wolhoff bahwa pemilu adalah mekanisme 
dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan 
pemerintahan. Dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan 




Menurut Ramlan Surbakti bahwa pemilu sebagai sebuah instrument dirumuskan sebagai: 
1. Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau 
calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/wakil presiden, dan kepala daerah/wakil kepala 
daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; 2. 
Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan public, dan/atau mengenai 
sirkulasi elite secara periodic dan tertib; 3. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan 
dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam Lembaga legislatif dan eksekutif  untuk 
dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.
15
 
Sedangkan dalam UU juga dijelaskan mengenai pemilihan umum. Pemilihan Umum yang 
selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilihanggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, danuntuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 
umum,bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 




                                                             
13 Ayu Pramesti Tri jata. Diunduh di 
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan 
pada tanggal 10 April 2019 pukul 10.27 WIB 
14
 Jurdi Fajlurahman. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. (Jakarta :Prenademedia Grup,2018) Hlm. 2 
15  Ibid.hlm 2 
16 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. 
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3.1.1 Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa pemilu 
 Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk  merawat kedaulatan rakyat. Dalam 
demokrasi kedaulatan rakyat (people sovereignty) merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa 
kekuasaan pemerintahan  ( the power of government, de macht van de overheid ) harus dibatasi. 
Pembatasan kekuasaan pemerintah adalah fondasi dasar dari suatu negara demokrasi.
17
 Dalam  Undang – 
undang dasar 1945 pasal 22E dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung , umum, 
bebas, dan adil setiap lima tahun sekali.pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih DPR,DPRD, 
DPD, Presiden dan Wakil Presiden.  
 Pada tanggal 17 april 2019 Negara Republik Indonesia telah melakukan pesta demokrasi dengan 
memilih DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam penyelenggaraan pesta 
demokrasi tak luput dari maraknya dugaan pelanggaran pemilu. Menurut Komisioner Bawaslu 
Mochammad Afifuddin melalui keterangan tertulis Data temuan tertinggi yang diterima 
Bawaslu adalah Jawa Timur 3.002 temuan, Sulawesi Selatan 772 temuan, Jawa Barat 514 
temuan, Sulawesi Tengah 475 temuan dan Jawa Tengah 399 temuan. Sebelumnya, 
Bawaslu mengumumkan sejumlah laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke sistem mereka 
saat pemungutan suara. Bawaslu mendapat 121.993 laporan dari seluruh pengawas Pemilu di 
seluruh Indonesia pada saat pemungutan suara, 17 April 2019.
18
 
 Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 93 bawaslu 
bertugas melakukan pencagahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa 
proses pemilu. Pasal 94 menjelaskan bahwa Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu 
dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, 
Bawaslu bertugas: 
a.   mengidentifikasi dan memetakan potensi  kerawanan serta pelanggaran 
Pemilu; 
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,  memantau, dan 
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;  
c.  berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan  
d.  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. 
 
Sengketa penyelesaian hasil pemilu yang berwenang untuk memutuskan sengketa tersebut adalah 
Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) sebagaimana telah 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 8/2011”) dan kemudian diubah 
kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
                                                             
17
 Op. cit hlm.18  
18  Amirullah diunduh di https://nasional.tempo.co/read/1198624/bawaslu-laporan-dugaan-pelanggaran-
pemilu-terbanyak-ada-di-jatim/full&view=ok pada tanggal 27 April 2019 pukul 15.34 WIB. 
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Konstitusi(“Perpu 1/2013”) dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang 
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
c. memutus pembubaran partai politik; dan 
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.19 
Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menerima 767 sengketa pemilu legislatif. 735 perkara 
diajukan oleh partai politik dan 32 perkara diajukan oleh calon anggota DPD.20 
 
 
Dengan banyaknya sengketa pemilu yang diterima Mahhkamah Konstitusi maka dengan ini 
perlunya Lembaga peradilan pemilu itu untuk dibentuk yang khusus untuk menangani sengketa 
yang berkaitan dengan pemilu itu. Terkait penyelesaian sengketa pemilu ini dapat dibentuk  oleh 
Lembaga peradilan khusus atau Lembaga non peradilan yang khusus menangani sengketa 
pemilu. Lembaga peradilan khusus dapat diambil contoh negara yang menerapkan peradilan 
khusus ini. 
 Negara yang menerapkan peradilan khusus adalah Brazil. Brazil adalah negara Amerika 
Latin yang berpenduduk terbesar kedua sesudah Amerika Serikat. Sistem penanganan sengketa 
pemilu di Brasil termasuk sistem yang paling efektif di dunia. Hal ini terlihat melalui ketentuan-
ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan UU Pemilunya. Keanggotaan 
Superior Electoral Court (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan 
secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden.   
Dalam hal ini, SEC berkedudukan di ibukota negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh 
wilayah negara Brazil.  Ketua dan Wakil Ketua SEC dipilih dari hakim-hakim Mahkamah Agung 
Federal dan Corregidor Electoral-nya diantara  para hakim pengadilan Tinggi. Untuk 
mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim menjabat selama jangka 
waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Sejak dibentuk 
pada tahun 1932, SEC memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilu dan 
partai politik.  
                                                             
19  di https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c4533ec18aa6/perbedaan-sengketa-proses-
dengan-sengketa-hasil-pemilu penulis Hasanah Sovia diunduh pada tanggal 27 april 2019 pukul 17.00 WIB. 
20 
https://nasional.kompas.com/read/2014/05/16/1644242/MK.Terima.767.Sengketa.Pemilu.Legislatif.2014. Penulis: 
Febrian  diunduh pada tanggal 23 November 2018 pukul 03.09 WIB. 
SPIRIT PRO PATRIA (e-journal) 





Sebagai Lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangannya antara 
lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, 
menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil 
akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah, mengesahkan 
pembagian negara menjadi daerah daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik 
yang berkaitan dengan masalah masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta 




Negara yang menggunakan system penyelesaian sengketa pemilu melalui Lembaga non 
peradilan. Salah satunya adalah negara Thailand. Thailand adalah negara dengan sistem 
pemerintahan monarki  konstitusional. Dengan mengadopsi demokrasi dalam sistem 
pemerintahannya, Raja diposisikan sebagai kepala negara yang melaksanakan kekuasaan 
legislatifnya melalui parlemen, kekuasaan eksekutif melalui kabinet, dan kekuasaan yudisial 
melalui pengadilan.  
Dalam konteks penangangan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Thailand  (Election 
Commission of Thailand, -ECT-) diberi kewenangan oleh Konstitusi Thailand untuk 
menyelesaikan gugatan atau keberatan yang terjadi.  Sistem penanganan keberatan di Thailand 
berbeda dengan negara-negara kebanyakan, karena justru ECT-lah yang memiliki fungsi sebagai 
lembaga penanganan keberatan. 
ECT diberikan hak oleh Undang-undang untuk menjalankan kewenangan yang luas untuk 
penyelidikan, penanganan dan menjatuhkan penalti yang berat untuk menghukum para pelanggar 
Undang-undang Pemilu berdasarkan titik berat yang dipertahankan terus menerus secara historis 
untuk mencegah “jual beli suara”. 
Meskipun memiliki kewenangan khusus untuk menjadi wasit dan menangani kasus 
pelanggaran pemilu, ECT tidak dapat menangani kasus pidana dari pelaksanaan pemilu, oleh 
karena kasus pidana tetap diserahkan  pada pengadilan.
22
 
 Dari paparan terkait Lembaga yang digunakan dalam sengketa pemilu. Lembaga 
peradilan  ataukah Lembaga non peradilan. Yang sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia 
untuk mengganti Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu. 
Lembaga yang sesuai adalah Lembaga peradilan. Seperti di negara Brazil yang menggunakan 
Superior Electoral Court. Jadi Bawaslu ini dibentuk  sebagai Lembaga peradilan yang 
menggantikan mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
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 Selama ini adanya sengketa pemilu diputus oleh mahkamah konstitusi. Sedangkan fungsi 
mahkamah konstitusi yang utama adalah menguji Undang – undang terhadap Undang – Undang 
Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perlunya Lembaga peradilan khusus untuk 
menggantikan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu sebagai Lembaga independent yang berfungsi 
sebagai pengawas pemilu ini bisa dijadikan sebagai Lembaga peradilan khusus untuk menangani 
sengketa pemilu. Seperti halnya negara Brazil yang menggunakan superior electoral court untuk 
menyelesaiakan sengketa pemilu. 
 
SARAN 
 Pemilihan umum yang akan datang apabila terjadi sengketa pemilihan umum ini sudah 
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